BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN BANGKA
Konsep dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka secara keselurahan mengadopsi kepada peraturan yang berlaku, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban hingga pengawasan. Adapun regulasi yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan daerah yakni; (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004  tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; serta (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 
Peraturan-peraturan diatas selain menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, juga menjadi motor penggerak dinamika tujuan desentralisasi dan otonomi daerah terutama dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendorong investasi daerah. Pengelolaan keuangan menjadi efektif dan efisien apabila di dalam pelaksanaannya mengacu atau menitikberatkan pada pola efektivitas dan efisiensi dari setiap proses pengelolaan keuangan daerah. 
3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
Untuk dapat memahami optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Bangka, secara detail perlu mencermati kinerja pengelolaan keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.
3.1.1.
Kinerja Pendapatan Daerah
Adapun strukrtur pendapatan daerah Kabupaten Bangka terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Pendapatan Transfer yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Daerah Lain dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat.
Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut merupakan sumber pendanaan bagi Pemerintah Daerah untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Disamping berasal dari sumber-sumber pendapatan diatas, juga didukung oleh dana lainnya yang juga berasal dari pemerintah pusat yakni dana dekonsentrasi (Dekon) dan dana tugas pembantuan (TP) yang disalurkan melalui kementerian dan provinsi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 157, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat sebagai hakikat pemerintahan.

Dalam kurun lima tahun, Pemerintahan Kabupaten Bangka telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam pencapaian realisasi pendapatan daerah. Hal ini terlihat dari realisasi pendapatan daerah tahun 2009 sebesar 481,2 milyar rupiah atau 99,99% dari target yang ditetapkan, dan meningkat sebesar 788,3 milyar rupiah atau 94,27% dari target yang ditetapkan pada tahun 2013. Dengan demikian, persentase realisasi peningkatan pendapatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 mencapai 98,58%.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pajak Daerah terdiri dari 6 (enam) jenis pajak yakni pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan umum, parkir, air tanah, sarang burung walet dan pajak mineral bukan logam dan batuan sedangkan retribusi daerah terdiri dari 3 (tiga) jenis retribusi yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. 
Tabel 3.1

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangka

Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	Rataan Pertumbuhan

	
	
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(Rp)
	(%)

	1
	Pendapatan
	481.223.240
	466.435.625
	659.980.393
	732.169.289
	788.258.275
	10,21

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	33.318.940
	35.370.415
	32.896.963
	56.062.845
	40.565.150
	9,17

	1.1.1
	Pajak Daerah
	9.980.787
	8.812.680
	11.075.099
	14.148.440
	17.359.395
	12,62

	1.1.2
	Retribusi Daerah
	8.780.107
	12.745.020
	8.886.887
	6.274.889
	7.790.197
	1,26

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan
	3.383.289
	3.957.315
	5.253.249
	5.274.886
	4.019.174
	10,78

	1.1.4
	Lain-Lain PAD yang Sah
	11.174.758
	9.855.400
	7.681.728
	30.364.629
	11.396.384
	41,66

	1.2
	Pendapatan Transfer
	447.904.300
	431.065.210
	620.550.230
	671.598029
	744.285.826
	10,87

	1.2.1
	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
	414.564.030
	371.499.755
	532.772.229
	579.442.590
	607.071.543
	8,00

	1.2.1.1
	Bagi Hasil Pajak
	32.574.466
	37.131.337
	36.931.747
	35.855.274
	38.451.078
	6,88

	1.2.1.2
	Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
	48.512.751
	33.568.011
	130.962.481
	87.713.629
	79.682.444
	35,27

	1.2.1.3
	Dana Alokasi Umum
	278.338.913
	272.130.207
	324.986.301
	403.295.027
	444.188.100
	10,12

	1.2.1.4
	Dana Alokasi Khusus
	55.138.000
	28.670.200
	39.891.700
	52.578.660
	44.749.920
	2,36

	1.2.2
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
	8.572.366
	19.032.833
	44.739.037
	34.335.918
	74.284.603
	129,06

	1.2.2.1
	Dana Penyesuaian
	8.572.366
	19.032.833
	44.739.037
	34.335.918
	74.284.603
	129,06

	1.2.3
	Transfer Pemerintah Propinsi
	24.767.903
	40.532.622
	43.038.964
	57.819.521
	62.929.680
	22,27

	1.2.3.1
	Bagi Hasil Pajak
	20.065.191
	24.185.131
	27.170.950
	41.142.277
	32.849.932
	15,75

	1.2.3.2
	Bantuan Keuangan Propinsi
	4.702.712
	16.347.491
	15.868.015
	16.677.245
	30.079.749
	58,27

	1.3
	Lain-Lain Pendapatan yang Sah
	0
	0
	6.533.200
	4.508.416
	3.407.300
	-31,08

	1.3.1
	Pendapatan Hibah
	0
	0
	6.533.200
	4.508.416
	3.407.300
	-31,08


Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
Untuk tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka sebesar 40,6 milyar rupiah atau 57,42% dari target yang ditetapkan, meningkat cukup siginifikan jika dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya sebesar 33,3 milyar rupiah. Adapun komponen PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. 
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Grafik 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013 (ribuan rupiah)
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka selama lima tahun (2009 – 2013) memiliki pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 9,17% dan kontribusinya terhadap APBD rata-rata per tahun sebesar 6,46%. Kontribusi pendapatan transfer terhadap APBD dalam setiap tahunnya rata-rata sebesar 93,13% dari total pendapatan Kabupaten Bangka, dan lain-lain pendapatan yang sah rata-rata hanya sebesar 0,41% total pendapatan Kabupaten Bangka. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun terakhir berkisar 10,21% per tahun. Pertumbuhan rata-rata terbesar dari pendapatan transfer yaitu sebesar 10,87% per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 9,17% per tahun, sedangkan lain-lain pendapatan yang sah mengalami pertumbuhan rata-rata negatif, yaitu rata-rata turun sebesar 31,08% per tahun.
Tabel 3.2

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013 

(ribuan rupiah)

	No.
	Tahun
	PAD
	Pertumbuhan
	APBD
	Proporsi/
Kapasitas Keuda

	
	
	
	Rp
	%
	
	

	1
	2008
	32.072.424
	
	
	511.666.496
	

	2
	2009
	33.318.940
	1.246.516
	3,89
	481.223.240
	6,92

	3
	2010
	35.370.415
	2.051.475
	6,16
	466.435.625
	7,58

	4
	2011
	32.896.963
	(2.473.452)
	(6,99)
	659.980.393
	4,98

	5
	2012
	56.062.844
	23.165.881
	70,42
	732.169.289
	7,66

	6
	2013
	40.565.150
	(15.497.694)
	(27,64)
	788.268.275
	5,15

	
	Rata-Rata Per Tahun
	1.698.545
	9,17
	606.623.886
	6,46


Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013 
3.1.1.1. Kinerja Pajak Daerah
Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangka merupakan pos yang cukup besar peningkatannya dibandingkan dua pos lainnya (retribusi daerah dan laba perusahaan milik daerah), memiliki kontribusi realisasi tahun 2009 – 2013 berkisar antara 29,96% - 42,79%. Sedangkan untuk realisasi anggaran terhadap target bergerak pada tingkat 113%-67%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada grafik berikut ini.
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013 

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 42,79% dan terendah pada tahun 2010 yaitu sebesar 24,92%. Sedangkan realisasi anggaran terhadap target tertinggi pada tahun 2009 yaitu sebesar 113% dan terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 59%. Pertumbuhan realisasi pajak daerah Kabupaten Bangka rata-rata 12,62% sedang kenaikan tertinggi pada tahun 2012 terhadap tahun sebesar 27,75%.
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Grafik 3.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2009 - 2013
(ribuan rupiah)
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013 

Pencapaian pajak daerah pada tahun 2013 sebesar Rp. 17.359.394.965,- angka ini meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian pajak daerah pada tahun 2009 sebesar Rp. 9.980.786.937,81. Dengan demikian trend peningkatan dari tahun 2009 ke tahun 2013 mencapai 73,96%.
3.1.1.2. Kinerja Retribusi Daerah


Retribusi daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009 sampai tahun 2013 berkisar antara 26,35% - 19,20%, sedangkan realisasi anggaran terhadap target berkisar antara 154% - 104%. Retribusi daerah diperoleh dari objek-objek retribusi yaitu : (i) retribusi jasa umum; (ii) retribusi jasa usaha; dan (iii) retribusi perizinan tertentu.
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
Dari tabel diatas kontribusi retribusi daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni mencapai hingga 36,03%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2012 yakni hanya sebesar 11,19%. Dari sisi realisasi retribusi daerah terhadap target tertinggi terjadi pada tahun 2009 dengan realisasi sebesar 154% dan realisasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu 87%. Pertumbuhan realisasi retribusi daerah tahun 2009 terhadap tahun 2008 sebesar -3,37%, kemudian pada tahun 2010 pertumbuhan meningkat  menjadi 45,16%. Tahun 2013 pertumbuhan retribusi daerah mencapai 24,15%, dibandingkan tahun sebelumnya yang justru mencapai -29,39%.  
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Grafik 3.5 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2009 - 2013

(ribuan rupiah)

16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
-2.000.000
2009 2010 2011 2012 2013
mAnggaran|  5.689.555 14.598.037 8.457.073 6.468.037 7.479.237
HRealisasi | 8.780.107 12.745.020 8.886.887 6.274.889 7.790.197
w Selisih 3.090.552 (1.853.017) 429.814 (193.148) 310.960
% 154 87 105 97 104





Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
Penerimaan retribusi daerah dalam kurun waktu lima tahun telah menunjukkan trend yang fluktuatif. Pada tahun 2009 retribusi daerah hanya sebesar 8,8 milyar rupiah dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 7,8 milyar rupiah. Dengan demikian, peningkatan retribusi daerah dari tahun 2009 – 2013 mencapai 104%.
3.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pencapaian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, realisasi bagian laba atas penyertaan modal yang dipisahkan sebesar 3,3 milyar rupiah dan meningkat menjadi 4 milyar rupiah pada tahun 2013. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini terdiri dari komponen penyertaan modal pada Bank Sumsel dan Bank Syariah Bangka.
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Grafik 3.6 Realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang Dipisahkan
2009 - 2013 (ribuan rupiah)
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
3.1.1.4. Lain-Lain Pedapatan Asli Daerah yang Disahkan

Kontribusi realisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah Kabupaten Bangka terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2009 sebesar 33,54% atau sebesar Rp. 11.174.757.667,43, tahun 2010 menurun menjadi 27,86% atau sebesar Rp. 9.855.399.467,56. Selanjutnya di tahun 2011 meningkat menjadi Rp. 7.681.728.174,06 atau 23,35%, dan kembali mengalami peningkatan hingga mencapai Rp. 30.364.628.661,90 atau 54,16%. Namun, pada tahun 2013 kontribusi mengalami penurunan  yang sangat signifikan hingga mencapai 28,09% atau sebesar Rp. 11.396.384.298,-. Dari sisi realisasi anggaran terhadap target menunjukkan fluktuasi yang beragam, pada tahun 2009 terealisasi 77% dari target sebesar Rp. 14.530.000.000,-, kemudian menurun pada tahun 2010 hingga mencapai 53% dari target Rp. 18.495.000.000,-. Di tahun 2011 dan 2012 justru mengalami peningkatan secara berturut-turut  hingga mencapai 55% dan 144% dari target sebesar Rp. 14.064.500.000,- dan Rp. 21.127.100.000,- dan pada tahun 2013 realisasi anggaran kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga mencapai 36% dari target sebesar Rp. 31.306.945.000,-.
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
3.1.1.5. Pendapatan Transfer
 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Bangka menunjukkan trend yang positip. Hasil ini terlihat dari realisasi pendapatan tranfer tahun 2009 sebesar 447,9 milyar rupiah dan meningkat menjadi 744,3 milyar rupiah pada tahun 2013. Capaian dari komponen pendapatan transfer tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Grafik 3.8 Realisasi Pendapatan Transfer
Tahun 2009 - 2013 (ribuan rupiah)
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
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Grafik 3.9 Kontribusi Pendapatan Transfer
Tahun 2009 - 2013
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
3.1.1.6. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan hibah merupakan katalisator utama pembentukan dana dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam kurun waktu lima tahun, realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan trend yang cenderung terus mengalami penurunan dengan kontribusi rataan hanya sebesar 0,41% dari total realisasi pendapatan, namun dengan rataan pertumbuhan yang cukup besar hingga mencapai (31,08%). Kondisi ini lebih dipengaruhi oleh tidak terealisasinya pos lain-lain realisasi pendapatan daerah yang sah pada kurun waktu 2009 dan 2010. Secara detail, perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.3 
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)

	No
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1
	Pendapatan Hibah
	
	
	6.533.200
	4.508.416
	3.407.300

	2
	Pendapatan Dana Darurat
	
	
	
	
	

	3
	Pendapatan Lainnya
	
	
	
	
	

	
	Total Lain-Lain Pendapatan yang Sah
	
	
	6.533.200
	4.508.416
	3.407.300


Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
Salah satu ukuran untuk mengatahui kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dapat dilihat dari kapasitas keuangan daerah, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari perbandingan tersebut, kepasitas kuangan daerah Kabupaten Bangka cenderung menunjukkan trend yang fluktuatif dengan rataan yang berkisar pada level 6%. Tahun 2009 rasio sebesar 6,92% kemudian tahun 2010 naik menjadi 7,58%. Kemudian kembali mengalami penurunan hingga mencapai 4,98% di tahun 2011 dan kembali meningkat di tahun berikutnya hingga mencapai 7,66%. Namun, pada tahun 2013 rasio perbandingan PAD dengan APBD Kabupaten Bangka mengalami lonjakan penurunan yang sangat signifikan yakni hingga mencapai 5,15%.
3.1.2. Neraca Daerah
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah Kabupaten Bangka selama kurun waktu 2009 – 2013 mengalami pertumbuhan seperti terlihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.4
 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013
	No
	Uraian
	Rata-Rata Pertumbuhan

(%)

	1.
	ASET
	13.15

	1.1.
	ASET LANCAR
	33,40

	1.1.1.
	Kas
	171,86

	1.1.2.
	Piutang
	134,75

	1.1.3.
	Persediaan
	21,63

	1.2.
	INVESTASI
	9,14

	1.3.
	ASET TETAP
	15,48

	1.3.1.
	Tanah
	82,81

	1.3.2.
	Peralatan dan Mesin
	16,34

	1.3.3.
	Gedung dan Bangunan
	23,29

	1.3.4.
	Jalan, Irigasi dan Jaringan
	10,87

	1.3.5.
	Aset Tetap Lainnya
	68,31

	1.3.6.
	Kontruksi dalam Pengerjaan
	(19,18)

	1.4.
	ASET LAINNYA
	2.178,08

	1.4.1.
	Tagihan Penjualan Angsuran
	189,87

	1.4.2.
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	-

	1.4.3.
	Kemitraan dengan Pihak Kedua
	3,51

	1.4.4.
	Aset tak Berwujud
	58,92

	1.4.5.
	Aset Lain-Lain
	(60,33)

	
	JUMLAH ASET DAERAH
	13,15

	2.
	KEWAJIBAN
	150,12

	2.1.
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
	189,21

	2.1.1.
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga
	158,89

	2.1.2.
	Hutang Usaha BLUD
	9,32

	2.1.3.
	Hutang Jangka Pendek Lainnya
	435,26

	2.2.
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
	(20,00)

	2.2.1.
	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri
	-

	2.2.2.
	Utang Jangka Panjang Luar Negeri
	-

	2.2.3.
	Utang Jangka Panjang Lainnya
	(20,00)

	3.
	EKUITAS DANA
	13,22

	3.1.
	EKUITAS DANA LANCAR
	31,64

	3.1.1.
	SILPA
	171,81

	3.1.2.
	Cadangan Piutang
	134,75

	3.1.3.
	Cadangan Persediaan
	21,63

	3.1.4.
	Pendapatan yang Ditangguhkan
	(20,00)

	3.1.5.
	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek
	194,29

	3.2.
	EKUITAS DANA INVESTASI
	15,94

	3.2.1.
	Diinvestasikan dalam Aset Tetap
	15,46

	3.2.2.
	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
	2.318,35

	3.2.3.
	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang
	9,14

	3.2.4.
	Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang
	-

	
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
	13,15


Sumber : data diolah

Aset tetap merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat dimasa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2009 – 2013, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Kabupaten Bangka mencapai 13% yang menandakan bahwa jumlah aset Pemerintah Kabupaten Bangka meningkat sebesar 13% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan rata-rata aset lancar mencapai 33%, komponen terbesar adalah kas yang merupakan aset lancar dalam bentuk uang dan disajikan dalam neraca menggunakan nilai nominal, kas mengalami kenaikan sebesar 171,86%, sementara persediaan tumbuh sebesar 21,63% dan piutang tumbuh sebesar 134,75%. Tingginya pertumbuhan aset lancar ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah Kabupaten Bangka berada pada kondisi yang sehat. 

Kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dalam kurun waktu 2009 – 2013 dengan rata-rata sebesar 150,12%, yang berarti bahwa kewajiban kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah dari tahun 2009 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan. Meskipun demikian, dengan total aktiva lancar yang jauh lebih besar dibandingkan total hutang mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tersebut selalu dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek yang cukup tinggi secara tepat waktu.
Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (current ratio) yang menggambarkan kemampuan pemda dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rasio kas (cash ratio) dan rasio cepat (quick ratio) menggambarkan kemampuan pemda dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan.

Tabel 3.5 
Analisa Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka

Tahun 2009 – 2013
	No
	Uraian
	2009

(%)
	2010

(%)
	2011

(%)
	2012

(%)
	2013

(%)
	Rataan

(%)

	1
	Rasio Lancar (Current Ratio)
	201
	137
	154
	68,39
	10,26
	114,13

	2
	Rasio Cepat (Quick Ratio)
	189
	107
	145
	63,93
	9,51
	102,89

	3
	Rasio Kas (Cash Ratio)
	183
	35
	112
	61,03
	8,24
	79,85

	4
	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset
	0,0050
	0,0073
	0,0065
	0,0146
	0,0974
	0,0262

	5
	Rasio Hutang terhadap Modal
	0.0004
	0,0002
	0,0005
	0,1056
	0,0935
	0,04995


Sumber : data diolah
Hasil analisis rasio menunjukkan bahwa rataan rasio lancar (current ratio) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009 – 2013 sangat baik, yang berarti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bangka dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rataan rasio lancar (current ratio) pada tahun 2013 mencapai 114,13% yang berarti bahwa aset lancar pemerintah Kabupaten Bangka adalah 114,13 kali lipat bila dibandingkan dengan kewajiban yang jatuh tempo.
Rataan rasio cepat (quick ratio) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009-2013 mencapai 102,89%. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dalam waktu dekat.

Rataan rasio kas (cash ratio) Pemerintah Kabupaten Bangka selama kurun waktu tahun 2009-2013 mencapai 79,85%. Dengan tingkat rasio yang lebih dari 75%  menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka sangat mampu untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan kas yang tersedia dan kas yang disimpan di bank. 
Rasio salvobilitas, menggambarkan kemampuan aset pemda dalam menutupi seluruh utang pemda baik jangka pendek maupun jangka panjang. yaitu perbandingan total utang dengan total aset. Tabel diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio total kewajiban terhadap total aset sebesar 0,03% artinya aset pemda sangat jauh lebih dari cukup untuk menutupi seluruh utang pemda, dan rataan rasio kewajiban terhadap modal adalah 0,05%. Hal ini menunjukkan bahwa total kewajiban Pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditutupi oleh modal pemerintah Kabupaten Bangka.
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

3.2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Sebagaimana amanah RPJMD Kabupaten Bangka tahun 2013 – 2018, belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemeritah dan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (basic needs) meliputi pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar dan pelayanan umum lainnya, serta dalam rangka pemenuhan layanan pengembangan potensi unggulan daerah (core competensy).
Kebijakan belanja daerah pada tahun 2009 – 2013 diproritaskan untuk membiayai program prioritas sebagaimana termuat dalam visi dan misi Bupati terpilih. Kebijakan tersebut antara lain :

a) Untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b) Untuk menyelenggarakan urusan wajib dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;

c) Untuk menunjang efektivitas pelaksanaan dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap satuan kerja perangkat daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 
3.2.2. Proporsi Penggunaan Anggaran
Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi belanja mengalami peningkatan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Pada tahun 2013 realisasi belanja sebesar 783 milyar rupiah, meningkat dibandingkan pada tahun 2009 yang hanya mencapai 540 milyar rupiah. Realisasi belanja daerah tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini.
[image: image10.png]Grafik 3.10 Proporsi Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bangka
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
3.2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan atau belanja non kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Dari tabel diatas, terlihat bahwa realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2013 mencapai 85,48%. Persentase ini meningkat dibandingkan tahun 2009 yang hanya terealisasi 89,72%. Realisasi belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta. Sedangkan Belanja Bantuan Sosial disalurkan kepada berbagai organisasi kemasyarakatan di bidang kesehatan, pendidikan, industri kecil dan menengah (UKM), swadaya masyarakat, pertanian, keagamaan, kepemudaan, olahraga, kewanitaan, organisasi lainnya dan partai politik.
3.2.2.2. Belanja Langsung
Belanja langsung merupakan belanja suatu kegiatan yang terdiri dari tiga jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Realisasi belanja langsung pada tahun 2013 mencapai 82,93%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 yang justru mencapai 84,46%. Hal ini diantaranya dipengaruhi oleh adanya efisiensi dan efektifnya penggunaan belanja sehingga anggaran tidak terserap karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan banyaknya kegiatan yang tidak dapat terlaksana sepenuhnya sehingga menyebabkan penyerapan anggaran jauh dibawah target. Realisasi belanja langsung Pemerintah Kabupaten Bangka tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

[image: image11.jpg]Grafik 3.11 Persentase Realisai Belanja APBD Kabupaten Bangka
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Sumber : DPPKAD Kabupaten Bangka, 2013
Gambaran lebih rinci tentang anggaran dan realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.6
Anggaran dan Realisasi Rincian Belanja APBD Kabupaten Bangka Tahun 2009-2013
	URAIAN
	REALISASI

	
	TA.2009
	TA.2010
	TA.2011
	TA.2012
	2013

	BELANJA DAERAH

	Belanja Tidak Langsung
	Rencana
	284.044.020.453
	286.375.761.556
	308.081.038.330
	389.217.535.553
	471.375.209.103

	
	Realisasi
	254.835.678.222
	259.450.515.615
	292.084.052.009
	349.876.211.248
	402.933.604.742

	
	%
	89,72
	90,60
	94,81
	89,89
	85,48

	Belanja Pegawai
	Rencana
	235.630.671.953
	242.016.079.956
	269.607.374.330
	334.345.776.053
	386.372.056.528

	
	Realisasi
	208.719.669.579
	227.601.655.901
	255.063.530.630
	303.921.067.086
	336.869.365.233

	
	%
	88,58
	94,04
	94,61
	90,90
	87,19

	Belanja Subsidi
	Rencana
	5.500.000.000
	5.280.000.000
	5.400.000.000
	2.850.100.000
	150.000.000

	
	Realisasi
	5.500.000.000
	5.280.000.000
	5.205.723.750
	100.000.000
	100.000.000

	
	%
	100,00
	100,0
	96,40
	3,51
	66,67

	Belanja Hibah
	Rencana
	11.636.187.000
	10.362.110.000
	4.950.883.000
	14.267.040.500
	45.169.351.150

	
	Realisasi
	11.235.555.630
	10.319.983.000
	4.549.313.000
	12.055.430.950
	28.231.805.703

	
	%
	96,56
	99,59
	91,89
	84,50
	62,50

	Belanja Bantuan Sosial
	Rencana
	4.211.611.000
	1.900.000.000
	1.078.590.000
	772.500.000
	2.597.257.425

	
	Realisasi
	4.057.312.500
	1.847.940.000
	972.380.000
	687.350.000
	2.566.400.000

	
	%
	96,34
	97,26
	90,15
	88,98
	98,81

	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
	Rencana
	1.620.055.500
	2.590.303.600
	2.174.400.000
	3.104.063.500
	3.381.924.000

	
	Realisasi
	1.605.013.500
	1.588.296.707
	2.170.543.629
	3.050.084.519
	3.339.593.521

	
	%
	99,07
	61,32
	99,82
	98,26
	98,75

	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
	Rencana
	22.945.495.000
	23.427.268.000
	24.869.791.000
	32.063.122.000
	31.079.620.000

	
	Realisasi
	       22.789.245.000

	22.695.310.593
	24.122.561.000
	29.002.717.193
	30.479.620.000

	URAIAN
	REALISASI

	
	TA.2009
	TA.2010
	TA.2011
	TA.2012
	2013

	BELANJA DAERAH

	Belanja Tidak Terduga
	Rencana
	2.500.000.000
	800.000.000
	1.809.947.100
	1.814.933.500
	2.625.000.000

	
	Realisasi
	928.881.784
	426.992.431
	722.950.150
	1.059.561.500
	1.346.820.285

	
	%
	37,16
	53,37
	39,94
	58,38
	51,31

	Belanja Langsung
	Rencana
	337.687.264.200
	308.351.672.500
	311.221.379.301
	433.090.666.024
	458.703.739.825

	
	Realisasi
	285.218.483.225
	268.392.870.801
	275.189.269.647
	362.695.239.205
	380.420.276.108

	
	%
	84,46
	87,04
	88,42
	83,75
	82,93

	Belanja Pegawai
	Rencana
	49.200.406.800
	49.222.139.400
	62.133.828.235
	75.044.153.000
	79.958.078.050

	
	Realisasi
	42.094.116.947
	42.985.662.635
	57.992.473.120
	67.385.940.248
	70.049.109.308

	
	%
	85,56
	87,33
	93,33
	89,80
	87,61

	Belanja Barang dan Jasa 
	Rencana
	111.721.756.725
	142.997.390.400
	153.565.580.066
	173.893.031.008
	195.958.710.425

	
	Realisasi
	94.600.793.528
	128.629.772.580
	137.438.403.563
	140.047.254.926
	150.925.823.595

	
	%
	84,68
	89,95
	89,50
	80,54
	77,02

	Belanja Modal
	Rencana
	176.765.100.675
	116.132.142.700
	95.521.971.000
	184.153.482.016
	182.786.951.350

	
	Realisasi
	148.523.572.750
	96.777.435.586
	79.758.392.964
	155.262.044.031
	159.445.343.205

	
	%
	84,02
	83,33
	83,50
	84,31
	87,23

	Jumlah Belanja
	Rencana
	621.731.284.653
	594.727.434.056
	619.302.417.631
	822.308.201.577
	930.078.948.928

	
	Realisasi
	540.054.161.447
	527.843.386.416
	567.273.321.656
	712.571.450.453
	783.353.880.850

	
	%
	86,86
	88,75
	91,60
	86,66
	84,22

	Surplus / (Defisit)
	Rencana
	(140.218.198.575)
	(80.741.701.877)
	(6.228.342.301)
	(95.635.677.467)
	(93.893.441.328)

	
	Realisasi
	(56.986.477.198)
	(71.717.424.915)
	91.406.186.266
	14.588.138.172
	4.904.394.476

	
	%
	40,64
	88,82
	(1.468)
	(15,25(
	(5,22)


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 - 2013
3.2.3. Analisa Pembiayaan

Kondisi pembiayaan daerah kurun waktu tahun 2009 – 2013 dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel dibawah ini. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa selama tahun 2011, 2012 dan 2013 terjadi surplus anggaran, yaitu realisasi pendapatan daerah melebihi realisasi belanja daerah sebesar 91,4 milyar rupiah pada tahun 2011, 14,6 milyar rupiah pada tahun 2012 dan 4,9 milyar rupiah pada tahun 2013. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa selama periode tersebut seluruh belanja daerah pemerintah Kabupaten Bangka dapat ditanggulangi dengan pendapatan daerahnya.
Namun untuk mendapatkan gambaran surplus/defisit riil harus diperhitungkan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan pengeluaran daerah seperti penyertaan modal, sehingga angka suplus/defisit anggaran tersebut harus dikurangi dengan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah. Realisasi keuangan pemerintah Kabupaten Bangka pada tahun  2011 dan 2012 terjadi surplus rill sebesar 14,2 milyar rupiah pada tahun 2008, 88,4 milyar rupiah pada tahun 2011, kemudian sebesar 12,6 milyar rupiah pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2009, 2010 dan 2013 terjadi defisit riil sebesar 63,8 milyar rupiah, 73 milyar rupiah dan 9,3 milyar rupiah.
Tabel 3.7 
Surplus/(Defisit) Rill Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka                Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	2009

(Rp)
	2010

(Rp)
	2011

(Rp)
	2012

(Rp)
	2013

(Rp)

	1
	Realisasi Pendapatan Daerah
	481.223.240
	466.435.625
	659.980.393
	732.169.289
	788.258.275.326

	2
	Dikurangi Realisasi Belanja Daerah
	538.209.717
	538.153.049
	568.545.521
	717.581.151
	783.353.880.850

	A1
	Surplus/(Defisit) Anggaran
	(56.986.477)
	(71.717.425)
	91.434.872
	14.588.138
	4.904.395

	3
	Dikurangi Realiasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	5.252.398
	1.322.500
	3.000.000
	2.000.000
	14.175.000

	A2
	Surplus/(Defisit) Rill
	(63.810.238)
	(73.039.925)
	88.434.872
	12.588.138
	(9.270.605)


Sumber : data diolah

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Bangka selama ini cukup kuat untuk membiayai realisasi belanja langsung dan belanja tidak langsung. Defisit riil hanya terjadi pada tahun 2009 dan 2010 dalam jumlah yang cukup besar yaitu sebesar 63,8 milyar rupiah atau 11,82% dari total realisasi belanja sebesar 540 milyar rupiah pada tahun 2009 dan 73 milyar rupiah atau sebesar 13,57% dari total realisasi belanja daerah sebesar 538 milyar rupiah. 
Defisit riil anggaran pada kurun tahun yang sama harus ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber antara lain dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pinjaman daerah, bila realisasi penerimaan pembiayaan daerah melebihi defisit riil anggaran, maka akan memunculkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. Realisasi penutupan defisit riil pemerintah Kabupaten Bangka tahun anggaran 2009 – 2013 dapat digambarkan komposisinya pada tabel 3.7 berikut.
Tabel 3.8 
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2009 – 2013 (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	2009

(Rp)
	2010

(Rp)
	2011

(Rp)
	2012

(Rp)
	2013

(Rp)

	1.
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 
	144.550.739
	79.765.427
	8.118.395
	97.575.678
	106.611.362

	2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	
	
	

	3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	
	
	
	
	

	4
	Penerimaan Pinjaman Daerah
	
	
	
	
	

	5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
	309.838
	2.202.840
	1.022.410
	251.026
	126.442

	A
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
	144.860.577
	81.968.267
	9.140.806
	97.826.703
	106.737.804

	A-B
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
	80.741.702
	8.928.342.
	97.575.678
	110.414.841
	97.467.198


Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas terlihat penutupan defisit riil anggaran tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terutama bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu sebesar 80,7 milyar rupiah atau 14,95% dari realisasi belanja daerah tahun anggaran 2009, tahun anggaran 2010 sebesar 8,9 milyar rupiah atau 1,66% dari realiasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2011 sebesar 97,6 milyar rupiah atau 17,16% dari total realisasi belanja daerahnya, tahun anggaran 2012 sebesar 110 milyar rupiah atau 15,39% dari total realisasi belanja daerahnya dan tahun anggaran 2013 sebesar 97,5 milyar rupiah atau 12,44% dari total realisasi belanja daerahnya.

Besarnya SILPA tahun anggaran sebelumnya dan relatif kecilnya realisasi defisit riil anggaran atau bahkan terjadinya surplus riil anggaran, pada akhirnya menyebabkan terjadinya realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan yang cukup besar dalam dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sebesar 97,6 milyar rupiah atau 17,59% dari total belanja daerah, pada tahun 2012 sebesar 110 milyar rupiah atau 19,91% dari total belanja daerah dan pada tahun 2013 sebesar 97,5 milyar rupiah atau 10,48% dari total belanja daerah. Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) diatas menjadi sumber dana yang sangat potensial untuk membiayai belanja dan menutup defisit anggaran daerah tahun berikutnya. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tersebut apabila dianalisis lebih mendalam berasal dari terjadinya pelampauan realisasi penerimaan daerah dari anggaran penerimaan dana perimbangan dan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah. Disamping itu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran juga berasal dari terjadinya realisasi belanja daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dianggarkan pada tahun yang bersangkutan. Dari tabel berikut, dapat dijelaskan secara detail terjadinya penyebab terjadinya SILPA pada tahun 2010 sampai dengan 2013.
Tabel 3.9
 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2013 (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	2010
	2011
	2012
	2013

	
	
	Rp
	% dari SILPA
	Rp
	% dari SILPA
	Rp
	% dari SILPA
	Rp
	% dari SILPA

	1
	Jumlah SILPA
	79.765.427
	100,00
	8.118.395
	100,00
	97.575.677
	100,00
	106.611.362
	100,00

	2
	Pelampauan Penerimaan PAD
	35.370.415
	44,34
	32.896.963
	405,22
	56.062.844
	57,64
	40.565.150
	38,05

	3
	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan
	371.499.755
	465,74
	532.772.229
	6562,53
	579.442.590
	593,84
	607.071.543
	569,42

	4
	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
	
	
	6.533.200
	80,47
	4.508.416
	4,62
	3.407.300
	3,20

	5
	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
	54.840.420
	68,75
	52.361.217
	644,97
	101.612.667
	104,14
	146.725.068
	137,63

	6
	Pelampauan Pembiayaan Netto
	80.645.767
	101,10
	6.140.806
	75,64
	95.826.703
	98,21
	95.487.804
	89,57

	7
	Anggaran SILPA Tahun Berjalan
	8.928.342
	11,19
	97.575.677
	1201,91
	110.414.841
	113,16
	97.467.198
	91,42


Sumber : data diolah
Dari tabel diatas terlihat bahwa sumber terjadinya SILPA yang paling besar adalah dari sisa penghematan belanja atau akibat lainnya seperti tidak selesai atau tidak terlaksananya kegiatan yang direncanakan, yang pada  tahun 2010 mencapai 54,8 milyar rupiah atau 68,75%, pada tahun 2011 mencapai 52,4 milyar rupiah atau 644,97%, pada tahun 2012 mencapai 101,6 milyar rupiah atau 104,14% dari jumlah SILPA serta pada tahun 2013 mencapai 146,7 milyar rupiah atau 137,63% dari jumlah SILPA. Dana tersebut dapat menggambarkan semakin meningkatnya proporsi pelampauan penerimaan PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah sebagai sumber terjadinya SILPA.   
3.3. Kerangka Pendanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan berkaitan dengan proyeksi keuangan daerah yang akan dikelola pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun ke depan tahun anggaran 2014 sampai dengan 2018 yang meliputi proyeksi pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah yang harus dilakukan pemerintah daerah, yang meliputi belanja langsung dan belanja tidak langsung serta proyeksi penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan dalam rangka menutup surplus maupun defisit anggaran yang direncanakan.
Penyusunan proyeksi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bangka selama lima tahun kedepan tersebut didasarkan pada asumsi-asumsi yang diperoleh berdasarkan analisa data historis keuangan daerah beberapa tahun sebelumnya berupa trend pertumbuhan pendapatan, belanja serta pembiayaan, prediksi kondisi makro ekonomi kedepan, prediksi belanja-belanja wajib serta yang direncanakan yang akan terjadi selama lima tahun kedepan. Disamping itu, perlu juga dilakukan perhitungan mengenai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah  dalam membiayai pembangunan selama lima tahun kedepan. Secara detail, kapasitas riil kemampuan daerah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. 
Tabel 3.10
 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk Mendanai Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	Proyeksi

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Pendapatan
	872.854.247
	969.864.315
	1.024.034.092
	1.106.880.391
	1.199.928.369

	2
	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran
	24.052.385
	28.747.064
	42.270.691
	46.067.362
	20.584.925

	
	Total Penerimaan
	896.906.632
	998.611.379
	1.066.304.783
	1.152.947.753
	1.220.513.294

	
	Dikurangi :
	
	
	
	
	

	3
	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
	851.900
	2.768.333
	2.796.706
	3.402.137
	2.866.784

	
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
	896.054.732
	995.843.046
	1.063.508.077
	1.149.545.616
	1.217.646.510


Sumber : data diolah
Tabel diatas secara nyata menunjukkan bahwa kapasitas riil Kabupaten Bangka selama periode lima tahun kedepan diperkirakan terus mengalami peningkatan. Jika di tahun 2014 kapasitas riil keuangan daerah hanya mencapai 896,1 milyar rupiah, kemudian kembali meningkat hingga mencapai 995,8 milyar rupiah, maka pada tahun 2016 sampai 2018 kapasitas riil keuangan daerah diharapkan tembus pada level 1,1 sampai dengan 1,2 triliun rupiah.  Kondisi ini tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya indikator-indikator pendapatan seperti pendapatan asli daerah maupun besaran dana perimbangan yang diterima pemerintah Kabupaten Bangka. Faktanya, semakin besar pendapatan daerah maka semakin besar signifikansi pembangunan daerah, semakin lancar pembangunan maka semakin maju perkembangan daerah, disamping itu, tentunya juga diiringi dengan membaiknya indikator-indikator pembangunan lainnya seperti produk domestik regional bruto, pendapatan perkapita, indeks pembangunan manusia, semakin meratanya distribusi pendapatan hingga tingkat ketimpangan antar daerah yang semakin menurun.

     Untuk membiayai pembangunan daerah lima tahun kedepan, setelah besaran kapasitas riil keuangan daerah diukur, maka perlu dilakukan rencana terkait penggunaan kapasitas riil keuangan daerah tersebut, terutama berkenaan dengan belanja program-program unggulan (core programs) yang berkorelasi lansung dengan visi dan misi daerah yakni “Bangka Bermartabat”, besaran belanja langsung terkait program prioritas di tingkat SKPD, serta besaran belanja tidak langsung seperti tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial maupun belanja lainnya. Secara detail, rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dapat dijelaskan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.11 
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah            Kabupaten Bangka (ribuan rupiah)
	No
	Uraian
	Proyeksi

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	I
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah
	896.054.732
	995.843.046
	1.063.508.077
	1.149.545.616
	1.217.646.510

	
	Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I
	
	
	
	
	

	II.a
	Belanja Langsung
	443.970.864
	515.027.940
	555.660.504
	613.592.986
	640.612.913

	II.b
	Pembentukan Dana Cadangan
	
	
	
	
	

	
	Dikurangi :
	
	
	
	
	

	II.c
	Belanja Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
	190.828.549
	214.953.612
	230.599.438
	252.576.759
	265.043.973

	II.d
	Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama
	
	
	
	
	

	II
	Total Rencana Pengeluaran Prioritas I
	253.142.315
	300.074.328
	325.061.066
	361.016.227
	375.568.940

	
	Sisa Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah setelah Menghitung Alokasi Pengeluaran Prioritas I
	643.435.049
	696.521.900
	739.178.084
	789.406.792
	842.989.011

	III.a
	Belanja Tidak Langsung
	452.606.500
	481.568.288
	508.578.645
	536.830.033
	577.945.038

	
	Dikurangi :
	
	
	
	
	

	III.b
	Belanja Tidak Langsung yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
	261.777.951
	266.614.676
	277.979.207
	284.253.273
	312.901.065

	III
	Total Rencana Pengeluaran Prioritas II
	190.828.549
	214.953.612
	230.599.438
	252.576.759
	265.043.973

	
	Surplus Anggaran Riil atau Berimbang
	452.606.500
	481.568.288
	508.578.645
	536.830.033
	577.945.038


Sumber : data diolah
Dari tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2014, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bangka direncanakan untuk membiayai belanja program-program unggulan daerah yang masuk ke dalam prioritas I sebesar 253,1 milyar rupiah, kemudian mengalami peningkatan hingga 119%, yakni mencapai hingga 300 milyar rupiah. Trend tersebut diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 10,49 persen dengan besaran hingga 375,6 milyar rupiah. Kondisi diatas tidak jauh berbeda dengan besaran plafon anggaran yang akan direncanakan untuk membiayai program prioritas di tingkat SPKD (prioritas II). Jika pada tahun 2014, besaran rencana belanja prioritas II sebesar 190,8 milyar rupiah, maka di tahun berikutnya meningkat hingga mencapai 215 milyar rupiah, dan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun berikutnya dengan interval besaran antara 230,6 milyar rupiah hingga 265 milyar rupiah dengan laju pertumbuhan mencapai 8,60 persen. Dari total rencana pengeluaran prioritas I dan prioritas II maka terdapat surplus anggaran riil sebesar 452,6 milyar di tahun 2014, 481,6 milyar di tahun 2015 hingga mencapai 578 milyar di tahun 2018. Surplus anggaran riil inilah yang nantinya direncanakan untuk membiayai belanja-belanja tidak langsung terutama gaji PNS, tambahan penghasilan PNS, Bantuan Hibah dan sebagainya. 
Tabel 3.12 
Kerangka Pendanaan

Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah (ribuan rupiah)
	No
	Jenis Data
	Alokasi

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	
	
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp
	%
	Rp

	1
	Prioritas I
	28,23
	253.142.315
	30,11
	300.074.328
	30,54
	325.061.066
	31,38
	361.016.227
	30,82
	375.568.940

	2
	Prioritas II
	21,28
	190.828.549
	21,57
	214.953.612
	21,67
	230.599.438
	21,96
	252.576.760
	21,75
	265.043.973

	3
	Prioritas III
	50,48
	452.606.500
	48,32
	481.568.288
	47,79
	508.578.645
	46,66
	536.830.033
	47,43
	577.945.038

	
	Total
	100,00
	896.577.364
	100,00
	996.596.228
	100,00
	106.4239.149
	100,00
	115.0423.020
	100,00
	121.855.7951


Sumber : data diolah
Tabel 3.11 menunjukkan alokasi kapasitas riil keuangan daerah yang akan membiayai belanja langsung program-program yang masuk kedalam prioritas I dan prioritas II serta prioritas III yang akan digunakan untuk membiayai belanja tidak langsung. Disamping itu, tabel tersebut menggambarkan bahwa alokasi belanja tidak langsung secara signifikan terus semakin berkurang sedangkan belanja diatasnya semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa, kedepan, pemerintah Kabupaten Bangka concern terhadap frekuensi pembangunan daerah. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata proprosi belanja 51,85% dibandingkan dengan belanja pegawai yang hanya 48,14% saja.  

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Daerah
Proyeksi sumber pendapatan daerah untuk lima tahun kedepan dari tahun anggaran 2014 seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

[image: image12.jpg]Grafik 3.12 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bangka
Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)
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mPendapatan Asli Daerah 68.443.144 74242.648 | 82.972.854 86.182.110 95.760.640
mPendapatan Transfer 798.072.39 888.566.176 934.617.148 | 1.012.898.121 | 1.095.317.258
Lain-Lain Pendapatan yang Sah | 6.338.707 7.055.491 | 6.444.090 7.800.160 8.850.471
mTotal Pendapatan 872.854.247 969.864.315 | 1.024.034.092 | 1.106.880.391 | 1.199.928.369




Sumber : data diolah

Grafik diatas menunjukkan bahwa hingga tahun 2018, ketergantungan keuangan Kabupaten Bangka pada dana perimbangan masih cukup tinggi yaitu sekitar 91,43% pada tahun 2014 dan diharapkan perannya akan semakin berkurang mencapai 91,28% pada tahun 2018, sementara PAD ditargetkan mampu meningkat rata-rata 7,71% per tahun, yang pada tahun 2014 memberikan kontribusi sebesar 7,84% dan pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat memberikan kontribusi sekitar 7,98%.
[image: image13.jpg]Grafik 3.13 Proyeksi Prosentase Kontribusi Pendapatan
Tahun 2014 - 2018
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Sumber : data diolah
Pada tahun 2014 terjadi peningkatan proporsi PAD secara signifikan, sebaliknya terjadi penurunan proyeksi pendapatan dari dana perimbangan, hal tersebut disebabkan adanya perubahan peraturan perundangan, yaitu dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang memberikan pengelolaan pendapatan PPHTB dan PBB kepada daerah, sehingga masuk dalam PAD yang semula merupakan kelompok pendapatan dari dana perimbangan pajak. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 peningkatan PAD diproyeksikan akan tumbuh sebesar 7,88% pertahun, dana perimbangan sebesar 91,42% dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 0,70%, proyeksi pertumbuhan pendapatan tersebut diperhitungkan berdasarkan rata-rata pertumbuhan masing-masing jenis pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi makro Kabupaten Bangka.
Dengan mendasarkan pada asumsi rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Bangka empat periode sebelumnya (6,68%), maka proyeksi pertumbuhan PAD pada pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut ini.
[image: image14.jpg]Grafik 3.14 Proyeksi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2014 - 2018 (ribuan rupiah)
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Dipisahkan
B Lain-Lain Pendapatan Dacrah yang Sah | 35850274 | 42.633.141 | 50.014.190 | 52.088.691 | 60.819.340
= Total Pendapatan Asli Daerah 65.443.143 | 74242649 | 82.972.855 | 86152109 | 95.760.639





Sumber : data diolah
Untuk peningkatan PAD seperti yang diproyeksikan diatas, masih banyak yang dapat dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka, yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dengan melakukan penyempurnaan berbagai regulasi yang ada, identifikasi objek dan wajib pajak, identifikasi objek retribusi dan pengelolaan sumber daya daerah lain yang produktif, dapat menjadi upaya kongkret bagi peningkatan peran PAD dalam membentuk pendapatan dana pembangunan daerah Kabupaten Bangka. Salah satunya adalah memanfaatkan peluang pengalihan pajak PBB dan PBHTB yang menurut Undang-Undang pajak yang baru yang akan dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah daerah.
3.3.2. Proyeksi Belanja Daerah
Penyusunan proyeksi belanja daerah menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada data historis perkembangan pertumbuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung beberapa tahun sebelumnya, serta rencana-rencana strategis pemerintah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu juga mempertimbangka proyeksi pendapatan daerah diatas, serta proyeksi penerimaan pembiayaan daerah terutama proyeksi SILPA yang dalam beberapa tahun terakhir memiliki jumlah yang sangat signifikan. Hingga tahun 2013, komposisi belanja daerah Kabupaten Bangka terdiri dari pos belanja langsung (50,68%) dan pos belanja tidak langsung (49,32%). Untuk lima tahun kedepan, belanja daerah Kabupaten Bangka diproyeksikan sebagai berikut :
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Grafik 3.15 Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014 - 2018 (ribuan rupiah)
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m Belanja Tidak Langsung|  452.606.500 481.568.288 508.578.645 536.830.033 577.945.038
® Belanja Langsung 443.970.864 515.027.940 555.660.504 613.592.986 640.612.913
= Total Belanja 896.577.364 996.596.228 1.064.239.149 | 1.150.423.019 | 1.218.557.951





Sumber : data diolah
Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan akan lebih banyak dikeluarkan untuk keperluan belanja langsung yang merupakan belanja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Bangka, proyeksi komposisi belanja langsung rata-rata adalah sebesar 51,86% dari total belanja daerah, sedangkan belanja tidak langsung berisi belanja pegawai, belanja hibah dan bantuan sosial rata-rata adalah sebesar 48,14% dari total belanja daerah.

Setiap tahun rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah sebesar 9,28% yang terdiri dari rata-rata pertumbuhan belanja langsung direncanakan sebesar 11,08%, sedangkan pertumbuhan belanja tidak langsung adalah sebesar 7,51%.

Belanja tidak langsung didominasi oleh belanja pegawai yang rata-rata mencapai 91,02% dari belanja tidak langsung atau 43,81% dari total belanja daerah. Belanja pegawai ini merupakan belanja untuk pembayaran gaji/uang representasi dan tunjangan seluruh pegawai dan anggota DPRD Kabupaten Bangka dan diproyeksikan tumbuh sebesar 9,61% setiap tahunnya.

Tabel  3.13 
Proyeksi Proporsi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018 (ribuan rupiah)
	No
	Belanja Tidak Langsung
	Tahun

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Belanja Pegawai
	405.702.009
	437.211.397
	463.475.686
	493.236.707
	529.852.095

	2
	Belanja Subsidi
	849.348
	688.603
	1.113.955
	126.400.
	155.307

	3
	Belanja Hibah
	7.196.607
	10.431.934
	9.609.541
	8.180.045
	10.891.294

	4
	Belanja Bantuan Sosial
	780.228
	221.497
	212.800
	72.188
	92.955

	5
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	3.655.576
	4.236.820
	4.656.188
	5.024.066
	5.594.018

	6
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	32.895.175
	26.880.004
	27.476.505
	28.146.114
	28.924.800

	8
	Belanja Tidak Terduga
	1.527.556
	1.898.034
	2.033.970
	2.044.512
	2.434.570


Sumber : data diolah
Belanja Hibah akan meningkat pada tahun 2018 sejalan dengan rencana adanya Pemilukada pada tahun yang bersangkutan. Belanja bantuan sosial merupakan bantuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara rata-rata adalah sebesar 0,06% dari total belanja tidak langsung sedangkan belanja tidak terduga direncanakan disediakan secara konstan untuk mengantisipasi pembiayaan bila terjadi keadaan darurat yang memerlukan biaya besar.
3.3.3. Proyeksi Pembiayaan Daerah
Apabila dikaitkan antara proyeksi pendapatan daerah dengan proyeksi belanja daerah Kabupaten Bangka, maka jumlah pendapatan yang ada tidak mencukupi untuk mendanai seluruh belanja yang direncanakan atau terdapat defisit anggaran, sehingga harus didanai dengan pembiayaan daerah yang cukup besar terutama yang bersumber dari SILPA.
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Sumber : data diolah

Kebijakan pemerintah Kabupaten Bangka lima tahun kedepan dalam pendanaan belanja daerah akan berupaya untuk semakin meningkatkan peran pendapatan daerah untuk mendanai belanja daerah, yaitu dengan berupaya menurunkan jumlah SILPA secara bertahap melalui manajemen pengelolaan kegiatan yang baik. Oleh karena itu proyeksi rata-rata pertumbuhan belanja daerah adalah 9,07% lebih kecil daripada rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah yang mencapai 9,72% sehingga defisit anggaran secara bertahap diproyeksikan akan semakin berkurang.
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Sumber : data diolah

Komposisi pendanaan belanja daerah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa belanja daerah didanai oleh pendapatan daerah sebesar 95,66%, sedangkan sisanya sebesar 4,34% didanai dari pembiayaan daerah terutama dari SILPA, dalam lima tahun kedepan secara bertahap peran pendapatan akan lebih maksimal (97,12%) sedangkan peran pembiayaan diturunkan (2,88%) sebagaimana terlihat pada grafik diatas. Secara bertahap maka pada tahun 2018 diharapkan belanja daerah 98,47% akan didanai dari pendapatan daerah.
Secara lebih rinci, proyeksi pembiayaan Kabupaten Bangka tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel  3.14 
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 – 2018 (ribuan rupiah)

	No
	Pembiayaan
	Tahun

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018

	1
	Penerimaan Pembiayaan
	24.575.017
	29.500.246
	43.001.764
	46.944.765
	21.496.366

	1.1
	SILPA TA. Tahun Sebelumnya
	24.052.385
	28.747.064
	42.270.691
	46.067.362
	20.584.925

	1.2
	Pencairan Dana Cadangan
	
	
	
	
	

	1.3
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	 
	 
	
	
	

	1.4
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
	              522.632 
	             753.182 
	             731.073 
	                877.403 
	             911.441 

	1.6
	Penerimaan Piutang Daerah
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Pengeluaran Pembiayaan
	           851.900
	      28.937.993 
	2.796.706               
	            3.402.137 
	2.866.784 

	2.1
	Pembentukan Dana Cadangan
	
	26.169.660
	 
	
	

	2.2
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
	           851.900 
	          2.768.333 
	 2.796.706
	3.402.137
	2.866.784

	2.3
	Pembayaran Pokok Utang
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Pembentukan Dana Bergilir
	
	
	
	
	

	2.5
	Pemberian Pinjaman Daerah
	
	
	
	
	

	
	Pembiayaan Netto
	23.723.117
	26.731.913 
	40.205.058
	43.542.628
	18.629.582


Sumber : data diolah
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